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Abstract
Divorce suit proposed by women to Padang religious court has a
significant increase of around 62% - 67% of all divorce cases. Woman
perception on divorce is not taboo and embarrassing. Divorce as a
solution to resolve the problem or the prolonged conflict in the family
is not something scary, and the suit to propose a divorce is women’s
rights given by the law. The changing of woman perception toward
divorce is caused by the advancement of woman education, legal
awareness, carrier opportunities and etc.
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A. Pendahuluan
Pada masa lalu, perceraian lebih banyak terjadi karena kehendak
suami. Hal ini karena posisi suami dalam keluarga jauh lebih kuat
dibandingkan isteri. Isteri lebih banyak tergantung kepada suaminya
secara materi dan psikologis. Bila terjadi perceraian maka pihak isteri
dan anak-anaklah yang lebih banyak merasakan dampak negatifnya.
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Namun pada masa sekarang, cukup mengejutkan ketika data statistik
Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI menyebutkan pada
tahun 2009 perkara perceraian yang diputus Pengadilan Agama/
Mahkamah Syar’iyah mencapai 223.371 perkara. Perkara cerai gugat
berjumlah 150.000 perkara. Ini berarti 65% dari perkara cerai yang
diproses di Pengadilan Agama di seluruh Indonesia adalah cerai gugat
(http://www.badilag.net), diakses 16 Juni 2011). Sementara itu, fakta
yang diperoleh di Pengadilan Agama Padang juga menunjukkan
keadaan yang sama. Angka gugat cerai (perceraian berdasarkan
kehendak isteri) jauh lebih banyak dibandingkan dengan cerai talak
(perceraian atas kehendak suami). Pada tahun 2008-2012, rata-rata
perkara permohonan gugatan cerai yang diajukan dan diselesaikan
oleh Pengadilan Agama Padang adalah 65% dari perkara perceraian.
Sedangkan permohonan talak hanya 35 % (Laporan Tahunan
Pengadilan Agama Klas I A Padang, tahun 2013).
Tingginya angka gugatan cerai di Pengadilan Agama Padang
dapat dijadikan sebagai salah satu indikasi bahwa perempuan semakin
pintar, mapan, mandiri, dan semakin sadar dalam menyuarakan hak-
haknya. Selain itu kemungkinan adanya faktor penyebab
meningkatnya angka cerai gugat perempuan adalah perubahan
pemahaman perempuan terhadap perceraian, akibatnya sesuatu yang
dianggap tabu dan memalukan di Ranah Minang dengan falsafah adat
basandi syarak, syarak basandi kitabullah sudah dianggap hal yang
wajar. Perubahan konstruksi sosial menjadi salah satu penyebab
perubahan persepsi perempuan terhadap perceraian. Untuk itu,
perubahan persepsi perempuan ini merupakan suatu hal yang menarik
untuk dikaji lebih lanjut karena ini merupakan suatu perkembangan
yang terjadi dalam kehidupan sosial umat Islam.
Peningkatan jumlah perkara gugat cerai di Pengadilan Agama
Padang sudah terjadi beberapa tahun terakhir ini. Tahun 2012 telah
dilakukan penelitian tentang persepsi perempuan terhadap perceraian
(Studi Analisis terhadap Meningkatnya Angka Gugatan Cerai di
Pengadilan Agama Padang) yang dibatasi pada perkara gugatan cerai
tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Penelitian tersebut
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menggunakan metode kualitatif. Sumber data primer adalah
perempuan yang melakukan cerai gugat, Hakim, Panitera,  Pengacara
Syariah, Pakar dan Konsultan Keluarga Sakinah dan Ketua Bundo
Kandung Sumatera Barat. Sedangkan sumber data sekunder adalah
hasil penelitian yang sudah dilakukan terkait dengan masalah ini,
jurnal ilmiah, dan sumber-sumber dari internet. Teknik pengumpulan
data melalui wawancara, observasi, dan studi  dokumentasi. Analisis
data mengacu pada pendapat Moleong (2004) yaitu mengklasifikasi
data yakni memilah-milah data dan memadukanya kembali,
interpretasi data, pemeriksaan keabsahan data, dan menarik
kesimpulan.  Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian tersebut
digunakan teknik  perpanjangan keikutsertaan, triangulasi, dan diskusi
dengan teman sejawat.
Terkait dengan penelitian tersebut, tulisan berikut
mengemukanan tentang penyelesaian perkara gugatan cerai di
Pengadilan Agama Padang, persepsi perempuan di Kota Padang
terhadap perceraian, faktor penyebab terjadinya perubahan persepsi
perempuan  Kota Padang terhadap perceraian, pengaruh perubahan
persepsi perempuan terhadap perceraian pada peningkatan angka
gugatan cerai Pengadilan Agama Padang, dan pengaruh perubahan
persepsi perempuan terhadap perceraian pada peningkatan angka
gugatan cerai Pengadilan Agama Padang.
B. Penyelesaian Perkara Gugatan Cerai di Pengadilan Agama
Padang
1. Statistik Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Padang
Jumlah perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama
Padang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dari semua perkara
perceraian yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama Padang, angka
cerai gugat jauh lebih banyak dibandingkan dengan permohonan cerai.
Hal tersebut seperti yang tergambar pada tabel 1 di bawah ini:
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Tabel 1
Perkembangan Perkara Perceraian
Tahun JumlahPerkara
Permohonan
Cerai Gugatan Cerai
F % F %
2008 771 261 38 424 62
2009 728 246 35 462 65
2010 851 278 33 573 67
2011 851 328 35 615 65
2012 1042 354 34 688 66
Total 3702 1298 35 2390 65
Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Klas I A Padang, tahun  2008-2012
Selanjutnya bila dilihat dari segi usia para pihak yang
mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama Padang, terlihat
bahwa perceraian terjadi pada berbagai usia. Usia terbanyak yang
mengajukan perceraian adalah suami isteri yang berusia di antara 21-
40 tahun. Selanjutnya angka perceraian juga banyak terjadi pada usia
41- 60 tahun. Sedangkan pada usia 16 – 20 tahun dan usia 61 tahun ke
atas tidak banyak terjadi.
Pekerjaan para pihak yang mengajukan perkara perceraian di
Pengadilan Agama Padang juga beragam, yaitu: Pertama, PNS/ TNI/
POLRI. Kelompok ini paling sedikit bercerai. Kedua, swasta dan
buruh. Kelompok ini paling banyak bercerai. Ketiga, kelompok yang
tidak mempunyai pekerjaan. Kelompok ini lebih sedikit mengajukan
perceraian dibandingkan swasta dan buruh. Menurut penulis, hal ini
karena para pihak yang benar-benar tidak memiliki pekerjaan sama
sekali tidak banyak di dalam masyarakat.
2. Faktor Penyebab Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama
Padang
Menurut data Pengadilan Agama Padang, ada beberapa hal yang
menjadi faktor penyebab terjadinya perkara perceraian di Pengadilan
Agama Padang. Faktor penyebabnya adalah poligami tidak sehat,
krisis akhlak, cemburu, ekonomi, tidak ada tanggung jawab, kawin di
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bawah umur, dihukum, cacat biologis, kekerasan dalam rumah tangga
(KDRT), gangguan pihak ketiga, tidak ada keharmonisan,
penganiayaan dan kekejaman mental (Laporan Pengadilan Agama
Kelas IA Padang tahun 2013).
Dari semua perkara perceraian, faktor penyebab tertinggi dari
perceraian adalah karena alasan tidak bertanggung jawab. Faktor
berikutnya adalah tidak adanya keharmonisan, yang merupakan faktor
kedua terbanyak penyebab perceraian. Kedua faktor ini angkanya jauh
di atas faktor  penyebab lainnya.
3. Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Gugatan Cerai di
Pengadilan Agama Padang
Faktor penyebab meningkatnya angka gugatan cerai di
Pengadilan Agama Padang dapat diklasifikasikan kepada beberapa
aspek yakni aspek spritual dan emosional, aspek ekonomi, aspek
pendidikan, dan sosial budaya.
a. Aspek Spritual dan Emosional
Berdasarkan perkara yang mendominasi gugatan perceraian di
Pengadilan Agama Padang, aspek ini merupakan faktor utama terjadi
gugatan cerai. Beberapa aspek ini dapat dijelaskan sebagai berikut
1) Semakin tingginya masalah atau konflik yang terjadi dalam
kehidupan keluarga.
Pada saat ini masalah yang dihadapi sebuah keluarga semakin
banyak. Persoalan-persoalan yang terjadi di dalam keluarga dan di luar
lingkungan keluarga turut memicu munculnya masalah dan konflik
dalam keluarga, yang dapat memicu terjadinya perceraian. Dalam hal
ini, perempuan lebih banyak berinisiatif mengajukan gugatan cerai
karena ketika terjadi konflik, perempuan lebih merasakan konflik dan
dampaknya. Laki-laki lebih leluasa, bebas atau “cuek”
menghadapinya. Ia bisa keluar rumah, baik sementara waktu atau
dalam jangka waktu yang lama. Perempuan tidak mungkin melakukan
hal itu, karena akan dipandang negatif oleh masyarakat. Karenanya,
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ketika perempuan ingin lepas dari kondisi tersebut ia mengambil
keputusan untuk bercerai.
2) Semakin rendahnya keimanan dan akhlak serta pengetahuan,
pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan
keluarga.
Banyaknya konflik yang terjadi di dalam keluarga, yang memicu
banyaknya perempuan mengajukan gugatan cerai menunjukkan
menipisnya iman dan akhlak dalam kehidupan keluarga, termasuk di
kalangan perempuan. Hal ini terlihat dari perubahan profil perempuan
sekarang dibandingkan perempuan dulu. Perempuan dulu punya
keikhlasan dan kesabaran yang besar. Motivasi mereka dalam
melaksanakan tugas sebagai isteri dan ibu adalah ibadah, sehingga
mereka lebih ikhlas dan sabar, lebih kuat dan tidak mudah lelah.
Mereka memiliki semangat serta ketangguhan dalam menghadapi
sikap dan kelemahan suami. Hal ini menyebabkan mereka cenderung
bertahan menghadapi masalah rumah tangganya dan memilih untuk
tidak bercerai dari suaminya. Namun kondisi ini telah menipis di
kalangan perempuan sekarang.
3) Menurunnya ketahanan dan kesabaran perempuan menghadapi
konflik yang terjadi dalam rumah tangganya.
Perempuan kurang sabar menghadapi masalah dalam rumah
tangga. Perempuan cenderung lebih cepat memutuskan untuk bercerai.
Banyak di antara perempuan yang bercerai tersebut telah mengajukan
gugatan cerai padahal konflik dengan suaminya belum begitu lama
terjadi. Banyak konflik terjadi di bawah dua tahun. Sebagai contoh
adalah perkara gugatan cerai yang diajukan isteri ke Pengadilan
Agama Padang setelah 3 bulan menikah karena terjadinya perselisihan
dengan suaminya sejak awal pernikahannya
b. Aspek Ekonomi
Masalah ekonomi menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya
konflik yang berkepanjangan dalam rumah tangga, dan pada akhirnya
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menjadi salah satu sebab perempuan mengajukan gugatan cerai. Di
antara faktor pemicu ini adalah:
1) Semakin tingginya tuntutan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi
oleh sebuah keluarga pada saat ini.
Terjadinya peningkatan gugatan cerai, di antaranya disebabkan
oleh karena terjadinya perubahan pada pemenuhan tuntutan hidup
berkeluarga. Tuntutan hidup berkeluarga sekarang sangat besar
dibandingkan dengan dahulu. Di samping itu adanya sikap konsumtif
di kalangan perempuan merupakan salah satu penyebab tingginya
angka gugatan cerai. Ketika tuntutan isteri tidak terpenuhi oleh suami,
seringkali menimbulkan konflik antara suami isteri, yang pada
akhirnya bisa menyebabkan isteri meminta cerai dari suaminya.
2) Wanita berkarir dan mempunyai penghasilan sendiri.
Banyaknya perempuan bekerja atau berkarir di luar rumah juga
merupakan salah satu faktor yang menyebabkan tingginya angka
perceraian. Perempuan bekerja merupakan salah satu penyebab
timbulnya konflik antara suami isteri yang pada akhirnya bisa
menyebabkan perceraian di antara suami isteri.
Isteri bekerja dapat menyebabkan berkurangnya komunikasi
antara suami isteri, kurangnya saling menghargai serta tidak
terpenuhinya hak dan kewajiban di antara suami tersebut. Isteri yang
bekerja seringkali mengabaikan hak-hak suami. Ketika hak-haknya
diabaikan maka bisa terjadi ketidakharmonisan antara suami isteri.
Bahkan juga bisa berakibat terjadinya perselingkuhan dengan wanita
lain. Hal ini bisa pula berujung pada perceraian. Pada sisi lain, isteri
yang bekerja dan punya penghasilan sendiri cenderung tidak takut
menggugat cerai suaminya. Karena ia tidak bergantung sepenuhnya
kepada suaminya secara ekonomi maupun emosional.
c. Aspek Pendidikan
Zaman sekarang, perempuan sudah mendapatkan pendidikan
yang cukup tinggi, sehingga perempuan sudah banyak yang cerdas,
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sadar hukum dan berani memperjuangkan hak-haknya. Pendidikan
tidak menjadi faktor penyebab utama perempuan mengajukan gugatan
cerai, karena gugatan cerai diajukan oleh perempuan dari semua
tingkat pendidikan. Namun demikian, meningkatnya pendidikan
perempuan memberi pengaruh yang kuat terhadap kesadaran hukum
mereka. Hal ini dapat dilihat pada hal-hal sebagai berikut:
1) Semakin tingginya tingkat pendidikan perempuan.
Tingginya tingkat pendidikan perempuan menyebabkan
perempuan semakin pintar dan cerdas, sehingga ia semakin sadar akan
hukum, semakin sadar akan hak-haknya dalam keluarga serta punya
kemauan dan keberanian untuk memperjuangkan hak-haknya. Dalam
hal ini ketika terjadi masalah antara suami isteri, dan isteri merasa
tertekan dan menderita, ia akan mencari solusinya. Ia akan
memutuskan untuk bercerai bila menganggap perceraian adalah jalan
keluar. Dari fenomena yang terjadi di Kota Padang, ternyata inisiatif
bercerai lebih banyak diambil oleh perempuan, sehingga angka
gugatan cerai lebih banyak dibandingkan angka permohonan cerai.
2) Meningkatnya kesadaran hukum perempuan dan meningkatnya
keberanian perempuan memperjuangkan hak-haknya.
Salah satu penyebab meningkatnya angka gugatan cerai adalah
karena perempuan sekarang lebih memahami hukum, mau
berkonsultasi dengan orang-orang yang mengerti hukum dan berani
memperjuangkan hak-haknya. Peningkatan gugatan cerai dipengaruhi
oleh karena perempuan itu sudah tahu ke mana ia akan menyelesaikan
masalahnya, ia sudah tahu hak-hak dan kewajibannya, dan kesadaran
hukum perempuan sudah meningkat.
d. Aspek Perubahan Budaya
Terjadinya perubahan budaya membawa pengaruh kepada
persepsi perempuan terhadap pernikahan dan perceraian. Di antara
faktor penyebabnya adalah:
1) Terjadinya kesalahan penafsiran kesetaraan gender di kalangan
perempuan. Perempuan menganggap kesetaraan gender itu adalah
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semua sama. Laki-laki dan perempuan adalah setara. Hal ini
menimbulkan ketidakikhlasan perempuan dalam menjalani
kehidupan rumah tangga.
2) Melemahnya struktur kekerabatan dalam masyarakat Minang.
Peran keluarga besar saat ini jauh berkurang terhadap keluarga
kecil. Segala persoalan keluarga dihadapi dan diselesaikan sendiri
oleh suami isteri. Orang tua dan mamak seringkali tidak
disertakan dalam menyelesaikan masalah suami isteri. Kurang
dilibatkannya keluarga besar dalam menyelesaikan masalah-
masalah yang dihadapi suami isteri juga cenderung membuat
perempuan lebih cepat mengambil keputusan bercerai.
3) Perempuan menutup diri dan berpandangan sempit terhadap
poligami dengan bersikap tidak mau dipoligami. Perempuan tidak
bisa lagi menerima poligami, bahkan ada yang menganggap
poligami itu sesuatu yang salah. Sebenarnya peraturan perundang-
undangan membolehkan poligami dengan persyaratan tertentu.
Peraturan perundang-undangan hanya mempersulit terjadinya
poligami dengan adanya aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh
suami yang akan berpoligami.
4) Terjadinya perubahan persepsi masyarakat terhadap perceraian.
Dulu masyarakat memandang negatif terhadap perempuan yang
bercerai. Sekarang masyarakat tidak lagi memandang perempuan
yang bercerai itu negatif dan suatu hal yang memalukan dan tabu
dalam masyarakat Minang.
4. Persepsi Perempuan di Kota Padang Terhadap Perceraian
Persepsi adalah sebuah proses di mana seseorang
mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera yang diterimanya
sehingga memberikan makna pada lingkungannya (Robbins, 2001:
13). Persepsi adalah proses masuknya pesan atau informasi ke dalam
otak manusia yang dipengaruhi oleh  diri individu, pikiran, perasaan,
dan pengalaman-pengalamannya. Persepsi dinyatakan sebagai bentuk
opini, atau tanggapan seseorang terhadap peristiwa/ kejadian yang
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terjadi di lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, persepsi
berhubungan dengan pendapat manusia tentang sesuatu berdasarkan
pengalaman tentang obyek peristiwa.
Persepsi seseorang terhadap perceraian dapat dipandang sebagai
pernyataan sikap, khususnya terhadap prilaku, yaitu penilaian yang
dibuat seseorang mengenai baik atau buruknya suatu perilaku, dan
sejauh mana ia mendukung atau menentang perilaku tersebut. Pada
masa lalu, persepsi perempuan terhadap perceraian adalah bahwa
perceraian itu merupakan hal tabu dan memalukan. Perempuan yang
minta cerai dari suaminya dipandang negatif oleh masyarakat di
lingkungannya. Demikian juga halnya di Ranah Minang yang kuat
dengan falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah,
perceraian dianggap sesuatu yang tabu dan memalukan
Sebagai masyarakat yang mayoritas beragama Islam, masyarakat
Minang berpandangan bahwa “Cerai merupakan suatu perbuatan yang
sangat dibenci oleh Tuhan.”(Sunan Ibn Juz 6, h. 621, Hadis ke 2096).
Oleh karena itu perempuan tidak mau meminta cerai kepada suaminya
meskipun ia menderita. Perempuan lebih bersikap mempertahankan
keutuhan rumah tangganya. Selain itu perempuan juga takut untuk
meminta cerai dari suaminya karena ia bergantung kepada suaminya
secara ekonomi dan psikologis.
Kondisi yang demikian turut mempengaruhi perceraian yang
terjadi, di mana lebih banyak terjadi atas kehendak suami dalam
bentuk talak. Sehingga dulu perceraian di Pengadilan Agama masih
didominasi oleh cerai talak/ permohonan cerai. Namun, beberapa
tahun belakangan ini terjadi fenomena yang menarik. Sekarang
perceraian lebih banyak diajukan oleh isteri dalam bentuk gugatan
cerai. Kenyataan ini menunjukkan terjadinya perubahan persepsi
perempuan terhadap perceraian. Fenomena ini juga terjadi di Kota
Padang.
Persepsi perempuan di Kota Padang terhadap perceraian dapat
dijelaskan berdasarkan klasifikasi sebagai berikut:
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a. Perempuan Terdidik dan Tidak Terdidik
Persepsi perempuan terdidik dan tidak terdidik mengenai
perceraian dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Cerai bukan merupakan hal yang tabu dan memalukan.
Perempuan terdidik dan tidak terdidik yang bercerai menyatakan
bahwa mereka tidak merasa malu terhadap masyarakat di
lingkungannya karena bercerai, selama perempuan memang tidak
salah atau tidak melakukan hal-hal yang salah dalam kehidupan
berkeluarga. Bahkan jika rumah tangga mengalami konflik yang
berkepanjangan justeru pertengkaran yang terjadi berkepanjangan
antara suami isteri tersebut lebih merupakan hal yang memalukan.
Keputusan bercerai tersebut setelah mendapat dukungan dari
keluarga.
2) Cerai merupakan solusi untuk menyelesaikan permasalahan atau
konflik berkepanjangan yang terjadi di dalam keluarga. Menurut
perempuan terdidik yang bercerai, bila masalah yang terjadi
dalam jangka waktu yang panjang tidak bisa diselesaikan juga,
maka perceraian merupakan solusi terakhir untuk
menyelesaikannya. Perceraian dianggap sebagai langkah/jalan
keluar dari masalah. Hampir semua informan dalam proses
kehidupan perkawinan mereka sebelumnya tidak luput dari
berbagai masalah yang melahirkan konflik dan pertengkaran terus
menerus. Mereka sudah sampai pada satu titik dimana tidak dapat
lagi mencari jalan keluar yang terbaik.
3) Cerai bukan sesuatu yang menakutkan. Persepsi ini muncul ketika
perempuan yang mengalami konflik rumah tangga tersebut
memiliki penghasilan sendiri dan merasa sanggup memenuhi
kebutuhan diri dan anak-anaknya. Apalagi bila selama ini suami
tidak memberikan nafkah yang cukup. Ketika terjadi konflik yang
cukup lama dengan suaminya, isteri berfikir lebih baik bercerai
dan lepas dari masalah dengan suaminya, sehingga lebih tenang
mencari nafkah untuk dirinya dan anak-anaknya dan tidak lagi
merasa terbebani oleh konflik dengan suaminya.
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4) Mengajukan gugatan cerai adalah hak perempuan yang diberikan
oleh undang-undang.  Dengan meningkatnya kesadaran hukum
perempuan, ia menyadari bahwa mengajukan gugatan cerai
merupakan hak yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.
Hal ini akan membawa perubahan persepsi bagi perempuan
mengenai perceraian itu sendiri, seperti yang diakui oleh salah
seorang perempuan bercerai bahwa ia sudah lama mengetahui
peraturan tentang perkawinan dari membaca buku-buku milik
bekas suaminya.
b. Perempuan Bekerja dan Tidak Bekerja
Bagi perempuan bekerja maupun tidak bekerja cerai juga bukan
merupakan hal yang tabu dan memalukan. Ketika terjadi konflik
berkepanjangan di rumah tangganya, mereka juga menganggap
perceraian merupakan salah satu solusi. Hampir semua informan
menyatakan bahwa perkawinan mereka sebelumnya tidak luput dari
berbagai masalah yang melahirkan konflik dan pertengkaran terus
menerus.
Bagi perempuan bercerai yang bekerja, cerai bukan sesuatu yang
menakutkan. Persepsi ini muncul ketika perempuan tersebut memiliki
penghasilan sendiri dan merasa sanggup memenuhi kebutuhan diri dan
anak-anaknya. Apalagi bila selama ini suami tidak memberikan nafkah
yang cukup dan isteri ikut bekerja untuk memenuhinya. Namun, bila
dilihat dari data perkara gugat cerai di Pengadilan Agama Padang
cukup banyak perempuan yang bercerai itu berstatus ibu rumah tangga
namun  ia juga mempunyai penghasilan sendiri
c. Perempuan yang Tinggal di Lingkungan Keluarga Besar dan
Hidup Mandiri
Pada umumnya perempuan yang bercerai yang tinggal di
lingkungan keluarga besar maupun yang hidup mandiri menyatakan
tidak malu bercerai kalau rumah tangga sudah mengalami konflik
yang berkepanjangan. Bahkan mereka juga mendapat dukungan dari
keluarga untuk bercerai. Meskipun sebahagian di antara mereka
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menyatakan bahwa pada awalnya mereka merasa malu kepada
keluarganya untuk bercerai, namun kemudian berubah pikiran dan
memutuskan bercerai setelah mendapat dukungan keluarganya.
Pada zaman sekarang perempuan relatif lebih dapat menerima
perceraian karena sudah umum terjadi dan menyatakan hal itu biasa
saja. Stigma negatif mengenai perceraian di dalam masyarakat
menjadi hilang, dan masyarakat dapat dikatakan sudah memberikan
toleransi umum terhadap perceraian itu sendiri. Masyarakat tidak
memandang perceraian sebagai hal yang tabu, memalukan dan harus
dihindari. Pada tingkat tertentu masyarakat dapat memberikan
toleransi umum dan memahami bahwa perceraian adalah merupakan
salah satu langkah yang harus ditempuh bagi penyelesaian akhir dari
perselisihan suami istri.
Bagi perempuan yang tinggal di lingkungan keluarga besar,
ketika mengalami konflik rumah tangga, mrereka tidak merasa takut
untuk bercerai. Alasannya, karena meskipun sudah bercerai tetapi
masalah finansial dan psikologis didukung oleh keluarga besarnya
sehingga mereka merasa sanggup untuk memenuhi kebutuhan diri dan
anak-anaknya.
Perubahan tingkat perceraian dan faktor penyebabnya,
merupakan indikasi terjadinya perubahan sosial lainnya dalam
masyarakat. Sistem sosial sedang bergerak cepat atau lambat ke arah
suatu bentuk sistem keluarga konjugal dan ke arah industrialisasi.
Perubahan sistem keluarga menyesuaikan diri pada kebutuhan
industrialisasi. Dengan industrialisasi, keluarga tradisional (sistem
keluarga besar) sedang mengalami kehancuran (William J. Goode,
1991: 210).
Lebih lanjut William (1991: 210) menjelaskan bahwa sanak
saudara baik secara hubungan karena perkawinan ataupun karena
hubungan darah secara relatif tidak diikutsertakan dalam pengambilan
keputusan sehari-hari dalam keluarga konjugal. Setiap orang
mempunyai kebebasan dan menentukan calon pasangan hidupnya
sendiri dan selanjutnya pasangan suami istri lebih banyak berbuat
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terhadap kehidupan keluarga masing-masing. Keluarga luas (keluarga
besar) tidak lagi menyangga pasangan suami istri, dan tidak banyak
menerima bantuan dari kerabat, begitu juga sebaliknya. Keluarga luas
lebih dapat bertahan daripada keluarga kecil yang terdiri dari suami,
istri dan anak-anak. Oleh karena itu, angka perceraian dalam sistem
keluarga konjugal cenderung tinggi.
5. Faktor Penyebab Terjadinya Perubahan Persepsi Perempuan
Kota Padang Terhadap Perceraian
Merujuk pada temuan penelitian bahwa faktor penyebab
terjadinya perubahan persepsi perempuan saat ini terhadap perceraian
adalah sebagai berikut:
a. Meningkatnya Tingkat Pendidikan Perempuan.
Pada saat ini tingkat pendidikan perempuan semakin meningkat.
Bahkan perempuan juga sudah sangat banyak yang mengenyam
pendidikan sampai ke tingkat perguruan tinggi, terutama pada tingkat
Strata Satu (S1). Bahkan perempuan juga banyak mencapai tingkat
pendidikan sampai S2 dan S3. Tingginya tingkat pendidikan
perempuan, membuat perempuan lebih pintar dan cerdas, cara
berfikirnya juga lebih objektif dan realistis, pengetahuan dan
pemahamannya terhadap hukum juga meningkat.
Pemikirannya terhadap perceraian juga berubah. Perempuan
pada masa dulu lebih menekankan perasaan malunya untuk bercerai
meskipun sebenarnya ia menderita dan tertekan menghadapi persoalan
rumah tangganya. Tapi perempuan sekarang lebih berfikir objektif
dalam memandang perceraian. Menurut mereka, untuk apa malu
bercerai bila rumah tangga sudah mengalami masalah yang tidak bisa
diselesaikan dan masyarakat juga akan bisa melihat bahwa mereka
tidak melakukan kesalahan.
b. Perempuan Semakin Sadar Hukum
Pada saat ini perempuan semakin sadar hukum. Perempuan
mulai mengetahui dan memahami hukum karena meningkatnya
tingkat pendidikan perempuan, sehingga ia mampu menyerap
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informasi dari berbagai sumber. Adanya informasi di berbagai media
cetak dan elektronik yang saat ini sangat mudah didapatkan membuat
perempuan memahami adanya ketentuan-ketentuan hukum meskipun
tidak memahami seutuhnya. Dengan meningkatnya kesadaran hukum
perempuan, ia semakin mengerti akan hak-haknya dalam kehidupan
berkeluarga dan berani memperjuangkannya. Ia juga menyadari bahwa
hukum memberinya hak untuk bercerai ketika ada alasan-alasan untuk
bercerai. Hal ini akan mengubah persepsi perempuan mengenai
perceraian itu sendiri.
Ketika terjadi konflik dengan suaminya, dan isteri merasa
dirugikan, tertekan, dan menderita karena sikap suaminya, maka ia
berfikir bahwa ia tidak seharusnya diperlakukan suaminya seperti itu
dan tidak lagi bersedia menanggung kondisi tersebut berkepanjangan.
Ia akan berusaha memperjuangkan hak-haknya. Ia juga berfikir bahwa
bercerai adalah suatu jalan untuk memperjuangkan hak-haknya, seperti
kasus isteri ditinggal begitu saja oleh suami, tanpa kabar berita, tidak
tahu di mana keberadaannya dan tidak pernah memberi nafkah, maka
bercerai dianggap sebagai jalan menentukan statusnya.
c. Adanya Peluang Berkarir Bagi Perempuan.
Meningkatnya tingkat pendidikan perempuan dan adanya
pemikiran gender yang berkembang saat ini, memberikan peluang
kepada perempuan untuk berkarir di luar rumah. Perempuan
berpeluang berkarir di berbagai lapangan pekerjaan. Dengan berkarir
di luar rumah, secara psikologis perempuan akan menjadi lebih kuat.
Ia juga dapat bersosialisasi dengan dunia di luar rumah yang
menjadikan lebih matang secara psikologis. Ketika menghadapi
masalah, ia dapat minta bantuan teman-temannya, selain suami dan
keluarganya. Dengan karir yang dimilikinya, perempuan mampu
mencari uang sendiri. Dengan kondisi ini, perempuan menjadi tidak
lagi tergantung sepenuhnya kepada suami dalam memenuhi kebutuhan
keluarga, bahkan perempuan banyak yang lebih ulet dari laki-laki
dalam mencari nafkah.
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Banyak juga terjadi bahwa perempuan lebih menanggung
kebutuhan keluarga daripada suami. Dengan kondisi ini, ketika terjadi
konflik antara suami isteri, maka isteri tidak merasa takut lagi secara
ekonomi untuk bercerai dari suaminya. Sebagaimana diungkapkan
seorang perempuan bercerai berikut ini: “Selama ini kebutuhan
keluarga lebih banyak saya yang menanggungnya. Suami hanya
memberikan belanja keluarga seadanya. Kebutuhan keluarga otomatis
saya yang banyak menanggung.” Kalau perempuan tidak mempunyai
pekerjaan tetap, maka banyak juga yang melakukan pekerjaan
sampingan yang dapat membantu memenuhi kebutuhannya dan
keluarganya. Meskipun tidak memberikan penghasilan yang besar,
namun mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Saat ini banyak
ditemukan ibu-ibu yang membuat usaha kecil-kecilan di rumah.
Bahkan tidak jarang ibu-ibu melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah
tangga seperti mencuci dan mensetrika pakaian dari rumah ke rumah.
6. Perubahan Stigma Masyarakat terhadap Perempuan yang
Bercerai.
Pada saat ini masyarakat tidak lagi sepenuhnya memandang
negatif terhadap perempuan yang bercerai. Pandangan masyarakat
terhadap perempuan yang bercerai sangat dipengaruhi oleh bagaimana
kepribadian perempuan tersebut. Bila perempuan tersebut tidak
melakukan hal yang salah, bahkan justru suaminya yang lebih banyak
salah dalam kehidupan keluarga maka justru banyak anggota
masyarakat mendukung perceraian perempuan tersebut.
Perubahan pemikiran masyarakat ini tentu juga sangat
berpengaruh terhadap perubahan persepsi perempuan terhadap
perceraian.  Salah satu alasan perempuan dulu tidak mau meminta
cerai dari suaminya dan menerima saja sikap dan perlakuan suaminya,
-meskipun sebenarnya ia menderita-, adalah karena malu terhadap
masyarakat di sekitarnya dan pandangan negatif yang sering ditujukan
oleh masyarakat terhadap perempuan yang bercerai. Meskipun belum
tentu kesalahan yang menyebabkan perceraian itu bersumber dari
perempuan tersebut. Dengan berubahnya cara berfikir dan cara
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pandang masyarakat ini maka hal ini juga menyebabkan berubahnya
persepsi perempuan terhadap perceraian.
a. Pengaruh Teknologi Informasi Seperti Media Massa Cetak dan
Elektronik
Keberadaan teknologi informasi saat ini juga berpengaruh
kepada perubahan persepsi perempuan terhadap perceraian. Informasi
tentang perempuan yang mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya
seperti yang banyak diberitakan oleh media massa dan ditayangkan
media elektronik, juga mempengaruhi persepsi perempuan terhadap
perceraian. Hal ini menimbulkan pemahaman bagi sebahagian
perempuan yang memiliki masalah dengan suaminya, bahwa
perempuan berhak untuk menggugat cerai suaminya.
b. Melemahnya Lembaga Perkawinan dan Lunturnya Pandangan
Perempuan Terhadapnya
Lembaga perkawinan tidak lagi dipandang sebagai suatu
lembaga yang sangat penting dan suci. Perkawinan cenderung
dianggap sebagai sebuah lembaga untuk mendapatkan kebutuhan-
kebutuhan material. “Bila perempuan sudah mendapatkan pendidikan
yang tinggi dan mempunyai penghasilan yang cukup sebelum
menikah, maka ada kecenderungan pandangannya terhadap
perkawinan menjadi luntur. Salah seorang perempuan pernah
menyatakan: “Saya sudah memiliki pekerjaan yang baik dan
penghasilan yang cukup untuk diri saya, sudah mampu membeli
rumah dan mobil. Bagaimana kalau saya menikah? Apakah suami saya
akan tetap membiarkan saya terus bekerja, padahal tentu saja posisi ini
saya peroleh dengan perjuangan yang tidak mudah. Lalu bagaiamana
kalau saya punya anak. Siapa yang akan mengurus anak saya ketika
saya bekerja?”
Pernyataan seperti ini menunjukkan terjadinya perubahan
pandangan perempuan terhadap perkawinan. Perkawinan dianggap
sebagai pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya, terutama kebutuhan
materil. Ketika perempuan telah mampu memenuhi kebutuhan materil
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tersebut, lembaga perkawinan menjadi pertimbangan kedua setelah
karirnya. Begitu juga halnya ketika perempuan merasa bahwa
kehidupan rumah tangga tidak lagi mampu memenuhi harapan-
harapannya, perempuan cenderung memutuskan untuk bercerai.
c. Melemahnya Pemahaman Nilai-Nilai Agama di Kalangan
Perempuan
Berkeluarga adalah suatu perbuatan yang disunnahkan dalam
Islam. Perkawinan adalah suatu bentuk ibadah. Karena dengan
terbentuknya keluarga, berarti akan berlangsung tugas melanjutkan
keturunan. Membentuk keluarga berarti membentuk generasi penerus
yang akan melanjutkan kehidupan agama dan masyarakat. Dengan
demikian sebenarnya perkawinan adalah tugas suci yang disyari’atkan
Allah dan Rasul-Nya.
Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah sebuah akad
mitsaqan ghalidzan (suatu akad yang kuat dan suci). Karena itu,
seharusnya perkawinan harus dipertahankan sebisa mungkin.
Meskipun Islam membolehkan perceraian, namun Rasulullah
menyatakan bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci
Allah. Di samping itu, melemahnya pemahaman nilai-nilai agama
yang dimiliki perempuan menyebabkan dia tidak mampu menciptakan
keluarga yang dipenuhi oleh kondisi yang mawaddah dan sakinah
sebagaimana yang diajarkan agama.
7. Pengaruh Perubahan Persepsi Perempuan terhadap Perceraian
pada Peningkatan Angka Gugatan Cerai Pengadilan Agama
Padang
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama menjelaskan bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi
orang-orang yang beragama Islam. Ini  menunjukkan bahwa subjek
hukum yang menjadi kewenangan peradilan agama adalah orang-
orang yang beragama Islam. Pengadilan Agama Padang merupakan
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salah satu pengadilan tingkat pertama yang  berkedudukan di Kota
Padang dan wilayah hukumnya meliputi wilayah hukum Kota Padang.
Salah satu perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama
di bidang perkawinan umat Islam adalah perkara gugatan perceraian.
Dengan demikian, perkara gugatan cerai yang diajukan oleh
perempuan di Kota Padang menjadi kewenangan Pengadilan Agama
Padang. Jumlah perkara yang diajukan dan diselesaikan oleh sebuah
pengadilan dipengaruhi oleh kewenangan perkara pengadilan, wilayah
hukum yang dimilikinya, keberadaan aturan yang mengaturnya dan
sosialisasinya kepada masyarakat, lembaga pengadilan (pelayanan
lembaga pengadilan yang baik, pejabat pengadilan serta sarana dan
prasarana yang memberikan kemudahan dan kenyaman terhadap para
pihak yang berperkara). Situasi, kondisi, persepsi, dan kesadaran
hukum para pihak yang menjadi subjek hukum pada suatu perkara
juga sangat menentukan. Perempuan Kota Padang yang bercerai
merupakan subjek hukum dalam perkara gugatan cerai di Pengadilan
Agama Padang.
Sebagaimana telah dikemukakan di atas, hasil penelitian di
lapangan menunjukkan telah terjadi perubahan persepsi perempuan di
Kota Padang mengenai perceraian. Terjadinya perubahan persepsi
perempuan Kota Padang terhadap perceraian telah memberikan
pengaruh  yang besar terhadap peningkatan angka gugatan cerai pada
Pengadilan Agama Padang. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah
perkara gugatan cerai yang diajukan perempuan Kota Padang ke
Pengadilan Agama Padang dari tahun ke tahun dan angkanya jauh
lebih banyak dibandingkan dengan perkara cerai thalak.
Persepsi yang dimiliki oleh perempuan Kota Padang ini, sebagai
subjek hukum utama bagi perkara gugatan cerai di Pengadilan Agama
Padang, mempunyai pengaruh yang besar terhadap jumlah perkara
gugatan cerai yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama Padang.
Persepsi-persepsi tersebut sangat berpengaruh terhadap perempuan
dalam mengambil keputusan untuk bercerai dan kemudian
mengajukan gugatan cerai. Semakin banyak perempuan Kota Padang
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yang berpendapat seperti ini, maka akan semakin banyak perempuan
tersebut yang memutuskan untuk bercerai, dan selanjutnya
mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Padang. Dengan
demikian jumlah gugatan cerai di Pengadilan Agama Padang juga
akan semakin meningkat. Melihat semakin meningkatnya jumlah
perkara gugatan cerai di Pengadilan Agama Padang beberapa tahun
terakhir ini, menunjukkan bahwa persepsi perempuan Kota Padang
sebagaimana tersebut di atas telah mempengaruhi meningkatnya
jumlah angka gugatan cerai di Pengadilan Agama Padang.
C. Penutup
Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa
persepsi perempuan terhadap perceraian adalah cerai bukan
merupakan hal yang tabu dan memalukan. Cerai merupakan solusi
untuk menyelesaikan permasalahan atau konflik berkepanjangan yang
terjadi di dalam keluarganya. Cerai bukan sesuatu yang menakutkan,
dan mengajukan gugatan cerai adalah hak perempuan yang diberikan
oleh undang-undang. Terjadinya perubahan persepsi perempuan
tersebut terhadap perceraian disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:
meningkatnya tingkat pendidikan perempuan, perempuan semakin
sadar hukum, adanya peluang berkarir bagi perempuan, dan perubahan
stigma masyarakat terhadap perempuan yang bercerai. Perubahan
persepsi perempuan terhadap perceraian pada peningkatan angka
gugatan cerai dipengaruhi oleh teknologi informasi seperti media
massa, baik media cetak maupun media ekektronik, melemahnya
lembaga perkawinan dan lunturnya pandangan perempuan terhadap
perkawinan dan melemahnya pemahaman nilai-nilai agama di
kalangan perempuan
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